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Abstrak

Penataan ruang mempunyai peran yang besar dalam proses pembangunan wilayah yang
dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, menterpadukan antar sektor,
dan mensikronisasikan program pembangunan yang berwawasan lingkungan serta
berkelanjutan. Aparatur pemerintah khususnya aparatur pemerintah provinsi, kabupaten,
dan kota selaku pelaksana dari penataan ruang tersebut merupakan aktor kunci untuk
mewujudkan peran tersebut. Untuk itu perlu diketahui sejauhmana kesiapan aparatur
pemerintah memahami substansi rencana tata ruang wilayah beserta turunannya yang lebih
operasional seperti rencana rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pemahaman
aparatur pemerintah daerah tentang substansi rencana tata ruang wilayah beserta
turunannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripsi yaitu suatu metode
yang menggali informasi langsung dari obyek dan subyek penelitian. Dalam hal ini informasi
langsung digali dari aparatur pemerintah yang dipilih melalui diskusi maupun penjaringan
informasi  melalui  penyebaran  kuesioner maupun “Focus Group Discussion”
(FGD)/Workshop. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa sebagian aparat cukup
memahami substansi rencana tata ruang dan turunannya, namun kurang pemahaman
terhadap luasan wilayah perencanaan. Selain itu, hanya sekitar 33% responden (aparat)
yang terlibat dalam perencanaan memiliki pendidikan penataan ruang. Adapun dari hasil
diskusi, diperoleh bahwa persoalan deliniasi luasan wilayah perencanaan menjadi persoalan
dan kendala. Disamping itu juga dengan kedalaman muatan rencana rinci. Persoalan ini
muncul akibat belum adanya pedoman penyusunan rencana rinci.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dalam penerapan penyelenggaraaan penataan
ruang yang lebih operasional dibutuhkan pedoman penyusunan rencana rinci yang ringkas
langsung pada persoalan-persoalan substansial yang dihadapi aparat dalam menyusunnya.
Kriteria deliniasi luasan wilayah harus secara tegas dicantumkan agar dapat memudahkan
dalam penentuan wilayah perencanaan yang berkaitan dengan besaran kebutuhan dana
untuk proses perencanaannya.

Kata Kunci : Aparat Daerah, Penataan Ruang, Pengembangan Kapasitas

Abstract

Spatial planning has an important role in the regional development process which can help
reduce the economic development gap between the different  regions, sincronizing
development programs and integrating sectoral programs to achieve an environmentally
sustainable development. Government officials, especially provincial, regional, and city
officials play as key actors on the implementation of spatial planning. Therefore, it is
important to know the government officials’ level of understanding on the substance of
regional planning and its derivatives so that it would be more operable such as having a
detailed plan.

28



Kajian Tingkat Pemahaman Aparat Daerah dalam Penerapan dan Pelaksanaan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Anna Karenina

This research aims to get an overview about the level of understanding of the local
government officials  about the substance of regional planning and its derivatives.
Qualitative description method is used for the study. Information was directly gathered from
government officials that were chosen through questionnaire distributional and focus group
discussion (FGD)/workshop. The result of the questionnaire shows that a part of the local
government officials adequately understands the substance of spatial planning and its
derivatives, but they lack the understanding in delineating of the planning area. In addition,
only about 33% of respondents (officials) that are involved in the planning process actually
have spatial planning education background. As for the result of the discussion shows that
the issue of the delineation of planning areas was the problem as well as the constraint.
Furthermore, they were also lack in understanding the depth of detailed plan content. These
problems arise due to the absence of a published guideline in preparing detailed plan.

Based on the above results, in order to make spatial planning more operable, detailed plan
preparation guideline is needed, where it must be concise and directly pointed towards
substantial issues faced by the local government officials. Delineation criteria of planning
area must be clearly stated because it has a direct connection with the budgeting for detailed

planning preparation.
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1. Pendahuluan

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun
2007 mengamanatkan bahwa setiap daerah
(provinsi, kabupaten, dan kota) wajib memiliki
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai
dokumen formal bagi pembangunan wilayah
yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan
raung secara efektif dan efisien. Disamping itu
juga sesuai dengan penerapan desentralisasi dan
otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah  bahwa  kewenangan pelaksanaan
pembangunan  berada  pada  Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Kewenangan yang begitu besar pada
Pemerintah Daerah diperkuat oleh adanya suatu
Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Oleh karena ini Pemerintah Daerah Propinsi,
Kabupaten dan Kota bertanggung jawab terhadap
kegiatan Penataan ruang di wilayahnya masing-
masing.

Permasalahan penyelengaraan penataan
ruang terus mengalami perkembangan dan
bersifat kompleks, permasalahan tersebut antara
lain (Ditjen Penataan Ruang, 2011:1) : rencana
tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan
bagi pembangunan nasional dan pengembangan
wilayah; rencana tata ruang belum sepenuhnya
dijadikan upaya preventif dalam proses
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan
hidup; tumpang tindih kewenangan pemerintahan

kerap kali terjadi akibat pengaruh kondisi SDM
aparatur pemerintah di berbagai level; lemahnya
kepastian hukum dan koordinasi dalam
pengendalian penyelenggaraan penataan ruang;
rendahnya kualitas dan kapasitas SDM
penyelenggara penataan ruang berdampak pada
terhambat atau terganggunya proses
penyelenggaraan penataan ruang.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mendapatkan gambaran pemahaman aparatur
pemerintah daerah terkait dengan substansi
penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
kota/kabupaten dan Rencana Rinci Kawasan
Strategis Kabupaten. Penelitian ini mengambil
lingkup wilayah provinsi/kabupaten di Pulau
Sulawesi. Secara substansi kegiatan terdiri dari
serangkaian “focus group discussion” (FGD)
untuk menyusun modul bimbingan teknis.
Selanjutnya modul ini akan disosialisasikan ke
aparatur daerah melalui workshop untuk
mengkaji kemampuan aparatur pemerintah
daerah dalam memahami substansi rencana rinci
tata ruang. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat
menjadi masukan dalam penyusunan pedoman
RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) untuk kawasan
non perkotaan yang saat ini belum ada.

2. Teori Dasar

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan
otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan
sejak sebelum kemerdekaan, namun demikian
puncaknya adalah pada era reformasi dengan
dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004
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tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat. Rencana Tata Ruang
Wilayah  (RTRW) sebagai alat dalam
penyelenggaraan  penataan  ruang, yang
disebutkan juga dalam UU Nomor 26 tahun
2007, bertuyjuan mewujudkan ruang wilayah
nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara
dan ketahanan nasional.

Dalam pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah, RTRW adalah rencana tata
ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang
berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana
pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis,
arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah. Dengan demikian rencana tata ruang
pada hakekatnya menjadi arahan pemanfaatan
ruang yang mengupayakan terwujudnya
keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang
untuk kawasan lindung dan  budidaya.
Pemanfaatan ruang yang senantiasa
memperhatikan dan mengacu kepada rencana
tata ruang dengan sendirinya akan dapat
mewujudkan kelestarian lingkungan. Disamping
itu rencana tata ruang juga berfungsi sebagai
pengendali pemanfaatan ruang agar senantiasa
mengindahkan aspek-aspek keselarasan dan
kelestarian  lingkungan  hidup  (Direktorat
Jenderal Penataan Ruang, 2006). Menurut PP
Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.
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Leaing Rogmiation (ROTR)
Sumber : Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gambar 1. Kedudukan Rencana Tata Ruang
Dalam Perencanaan

FTRW Masional RTR Pulau/Kepulzuan
RTR Kawasan Strategic Nasional

¢
RTEW Provinsi —+—> RTR Kawaszn Strategis Provinsi

¥

ROTK Kabupaten

RIRW Kabupaten ——
FTR Kawasan Stratecis Kabupatea

I

ROTR Kota

e i3
g FTR Kawasan Strategs Kotz

RDTR sebagai dasar
Penyusunan peraturan zonasi

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan

Umum

Gambar 2. Hirarki Rencana Umum Tata Ruang
dan Rencana Rinci Tata Ruang

Aparatur pemerintah adalah kumpulan
manusia yang mengabdi pada kepentingan
negara dan pemerintahan dan berkedudukan
sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993:23),
sedangkan menurut Moerdiono (1988:14)
mengatakan “aparatur pemerintah adalah seluruh
jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh
kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari
Presiden Republik Indonesia”. Salah satu yang
diharapkan dari aparat negara dan atau aparatur
pemerintah adalah adanya kemampuan baik
berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap
perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan
pelayanan dan pembangunan sekarang ini
(Handayaningrat, 1986: 75). Sementara itu,
konsep lain mendefinisikan kemampuan atau
ability sebagai sifat yang dibawa lahir atau
dipelajari yang memungkinkan seseorang
melakukan sesuatu yang bersifat mental atau
fisik, sedangkan skill atau keterampilan adalah
kecakapan yang berhubungan dengan tugas
(Soetopo, 1999 : 56).

Dengan demikian dapatlah dikatakan
bahwa aparatur pemerintah perlu dibekali dengan
pengetahuan dan kemampuan yang menunjang
dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya. Hanya saja yang harus
diingat bahwa potensi yang dimiliki setiap
aparatur tentunya berbeda satu dengan lainnya,
dan potensi itu dapat diarahkan dan
dikembangkan. Agar dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan maka aparatur
harus diberikan kesempatan dan dimampukan
untuk melakukannya.

3. Metodologi

Pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini pada dasarnya adalah eksploratif
dan deskriptif dengan mengembangkan beberapa
pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan
pemahaman terhadap aspek-aspek yang ada
dalam pedoman penyusunan RTRW baik di
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tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.
Pertanyaan mendasar tersebut diajukan ke
sejumlah responden, dalam hal ini adalah
aparatur pemerintah daerah, dengan
mempergunakan  kuesioner  yang  berisi
pertanyaan-pertanyaan tertutup atas aspek-aspek
yang terkandung di dalam pedoman. Responden
diminta untuk memilih jawaban yang disediakan.
Kuesioner disebar dengan metoda random
sampling, yaitu diambil sampel secara acak
sebesar 10% dari reponden dengan anggapan
obyek penelitian homogen dan mempunyai
karakteristik yang sama. Pengambilan sampel ini
dilakukan  dengan  pertimbangan  adanya
keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti
berusaha mengambil sampel minimal namun
tetap memenuhi syarat pengambilan sampel.
Salah syarat dari pengambilan jumlah sampel
adalah dikaji dari karakteristik populasi. Bila
karakteristik populasi bersifat homogen maka
tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar.
Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini
sebesar sama dengan atau minimal 10% dari
populasi yang  berjumlah 68 orang aparat
pemerintah daerah perwakilan dari 6 provinsi
dan 62 kabupaten di pulau Sulawesi, yang
mempunyai bidang tugas berkaitan dengan
pelaksanaan penataan ruang.

Proses yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

- “Focus Group Discussion” (FGD) di
Jakarta untuk menyusun modul bimbingan
teknis yang kemudian akan disosialisasikan
ke aparatur daerah melalui workshop.
Penyusunan modul ini difokuskan kepada
persoalan-persoalan substansial yang sering
dihadapi oleh aparatur daerah dalam
penerapan kegiatan—kegiatan
implementasi produk rencana tata ruang.

- Workshop yang dilaksanakan di Jakarta dan
Palu, dimana dalam setiap kegiatan
workshop dilakukan penyebaran kuesioner.
Sistem penyebaran kuesioner dilakukan
dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tahap awal
sebelum workshop dimulai (Pre Tesf) dan
tahap akhir setelah workshop selesai (Post
Test). Kegiatan workshop ini bertujuan
untuk mensosialisasikan modul-modul yang
disusun dari hasil FGD.

Selanjutnya dari jawaban terhadap
kuesioner diberikan dan hasil diskusi pada
workshop di Jakarta dan Palu maka dapat diukur
tingkat pemahaman aparatur daerah
kabupaten/provinsi di Pulau Sulawesi terhadap
substansi rencana rinci tata ruang.

Wilayah (RTRW)
Anna Karenina

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil diskusi pada saat pelaksanaan
workshop 1 adalah sebagai berikut:

- Dengan disahkannya Permen PU Nomor
20 Tahun 2011 mengenai Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)
khusus untuk kawasan perkotaan maka
kabupaten-kabupaten di Pulau Sulawesi
pada saat ini fokus dalam penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Namun demikian pedoman untuk
menyusun rencana rinci kawasan
strategis pada daerah non perkotaan
belum ada. Oleh sebab itu, modul —
modul yang diberikan dalam workshop
merupakan upaya mendukung daerah
dalam menyusun rencana rincinya
sebelum pedoman penyusunan rencana
rinci tata ruang (non perkotaan) tersedia.

- Permasalahan yang dihadapi daerah
dalam menyusun rencana rinci adalah
mengenai deliniasi wilayah perencanaan
karena dalam pedoman memang tidak
disebutkan secara jelas. Hal ini
dikarenakan memang di setiap daerah
memiliki karakteristik yang berbeda—
beda. Salah satu contoh daerah yang
sedang menyusun Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) adalah Kabupaten
Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi
Tengah, dimana luasan kawasan
perencanaannya seluas £ 39.000 ha.
Dilihat dari luasannya yang besar, sulit
untuk didetailkan mengingat skala peta
yang digunakan adalah 1: 5.000. Oleh
sebab itu, perlu direvisi kembali
deliniasi, khusus kawasan perkotaan
yang akan dikembangkan untuk 20
tahun yang akan datang. Selain diskusi
mengenai deliniasi wilayah, pada saat
workshop 1 (satu) ini juga mendapatkan
masukan untuk substansi modul,
dimana masukan tersebut untuk
menyempurnakan modul yang telah
dibuat dan sebagai tindak lanjut untuk
melaksanakan workshop 2 di Palu.
Selanjutnya untuk hasil diskusi pada

workshop 2 yaitu:

- Dalam penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) untuk kawasan
perkotaan, masih terlihat kendala yang
dihadapi daerah yaitu dari sisi non
teknis dan teknis. Kendala dari sisi non
teknis yang dihadapi yaitu berkaitan
dengan aspek politis sedangkan kendala
yang dihadapi secara teknis berupa
pendeliniasian kawasan perencanaan.
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pemahaman

Hal ini terlihat dari beberapa kabupaten
seperti Kabupaten Poso dan Kabupaten
Tentena yang mendeliniasi kawasan
perkotaannya seluas +30 ribu ha
(Kabupaten Poso) dan #9 ribu ha
(Kabupaten Tentena). Adapun luasan
ideal berdasarkan pengalaman dari
beberapa daerah lain yaitu seluas 1.500
3.000 ha. Penentuan luasnya
didasarkan kedalaman substansi dan
biaya. Hasil diskusi mengenai deliniasi
luasan menyimpulkan bahwa kawasan
perencanaan adalah berdasarkan
kawasan yang memang benar—benar
direncanakan untuk menjadi kawasan
perkotaan atau kawasan yang benar-
benar akan dibangun untuk 20 tahun
kedepan sebagai kawasan terbangun

(built up area) untuk kawasan
perkotaan.  Untuk  kawasan  non
perkotaan atau kawasan  strategis

delineasi luasan kawasan berdasarkan
fungsi kawasan.
Adapun hasil
aparatur

kuesioner
daerah

dari
pemerintah

mengenai rencana rinci tata ruang adalah sebagai

berikut :

Hasil olahan kuesioner dari peserta
workshop 1, dari 12 pertanyaan yang
diberikan sebanyak 50% pertanyaan
memperoleh hasil kurang dari 60%
yang menjawab dengan benar atau
sesuai dengan harapan. Jawaban-
jawaban para responden tersebut patut
dipahami karena ternyata hanya 33.33%
yang Dberlatar pendidikan bidang
perencanaan tata ruang, dan sebanyak
55.56% pernah mengikuti pelatihan
yang berhubungan dengan penataan
ruang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
tabel 1.

Hasil olahan kuesioner workshop 2,
hanya 25% pertanyaan yang
jawabannya kurang dari 60% jawaban
benarnya. Yang menarik dari
kemampuan peserta pada workshop 2
ini adalah walaupun secara keseluruhan
pemahaman mereka cukup baik (75%
pertanyaan dijawab dengan baik),
namun untuk 2 hal yaitu, pemahaman
cakupan wilayah dan muatan rencana
rinci tidak ada peningkatan setelah
workshop. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada tabel 2.

Tabel 1. Pemahaman Aparatur Daerah Peserta
Workshop 1 (Jakarta)

—_— T —
No Pertanyaan (Pre Test) (Post Test)
B| " 5 U B B 5 %
1 | Pengetabuan Mengenai RRTR. | 7 | 7778 | 2 [ 2222 ] 9 | 10000 | O | 0.00
2 | Apakah RRTR = RDTR? 4144445 5556 | 7| 7778 | 2 | 2222
3 | RRTR disusun apabila? T|71m|2 2222|777 |2 [2222
4 |Bageanwilayshyangdsuwsun |7 [ 7778 [ 2 [2222] 7 | 77.78 | 2 | 2222
RRTR-nya
Penetapan deliniasi wila;
5 = i = 22222 | T |TI78 | 6 | 6667 | 3 [3333
RRTR
6 | Fungs1 RRTR 388891 |1L11| 9 [10000] 0 | 0.00
7 | Manfaat RRTR 51555 |4 | 44449 (10000] 0 | 0.00
8 | Masa Berlaku RRTR T7778] 2| 2222 4| 4444 | 5 | 5556
9 | Jangka waktu EvaluasiRRTR. | 7 | 77.78 | 2 (2222 | 8 | 88380 | 1 | 1111
10 | Miatan reacana rinci T 3533 |6 |6667| 6| 6667 |3 |35
11 | Latar pendidikan responden 313333 |6 | 66673 (3333 | 6 6667
12 | Apakah pernah mengikuti 55556 |4 |4444] 9 |10000| 0 | 000
pelatihan terkait tata aang
Sumber- Hasil Pengolahan
Keterangan : B = Betul
S = Salah
Tabel 2. Pemahaman Aparatur Daerah Peserta
Workshop 2 (Palu)
No Pertanyaan (Pre Test) (Post Test)
B Y% S Y% B Y% S Y%
Pengetahuan Mengenai
1 8 | 88.89| 1 11.11 9 100 0 0.00
RRTR
2 | Apakah RRTR = RDTR? 9 100 0 0.00 9 100 0 | 0.00
3 | RRTR disusun apabila? 8 | 88.89| 1 11.11 9 100 0 0.00
Bagian wilayah yang disusun s |ssso| 1 i o 100 o | 0.00
4 | RRTR-nya
Penctapan deliniasi wilayah
3 13333] 6 66.67 3 |3333| 6 | 66.67
5 | RRTR
6 | Fungsi RRTR 8 [88.89| 1 11.11 9 100 0 | 0.00
7 | Manfaat RRTR 7 17778 2 22.22 9 100 0 0.00
8 | Masa Berlaku RRTR 8 | 88.89| 1 11.11 8 | 88.89| 1 11.11
9 | Jangka waktu Evaluasi RRTR [ 9 100 0 0.00 9 100 0 | 0.00
10 | Muatan rencana rinci 5 15556 4 44.44 6 | 66.67| 3 |33.33
11 | Latar pendidikan responden 3 [3333]| 6 | 66.67 | 3 |33.33| 6 |66.67
12 | Apakah pernah mengikuti 6 16667 3| 3333 | 6 |66.67| 3 [33.33
pelatihan terkait tata ruang
Sumber : Hasil Pengolahan
Keterangan : B = Betul
S = Salah
5. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat
diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut :
= Timbulnya persoalan dalam proses
penyusunan ketika harus menyusun
rencana rinci  kawasan  strategis

kabupaten dikarenakan karakter dari
kawasannya adalah kawasan non
perkotaan. Permen PU Nomor 20 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasi hanya
untuk kawasan perkotaan.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan
kemampuan dan jumlah sumber daya
manusia yang ada dalam memahami
untuk menyusun rencana rinci. Hal ini
dikarenakan  hanya 33,33%  dari
responden yang memiliki latar belakang
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pendidikan bidang perencanaan tata
ruang serta 55,56% responden yang
pernah  mengikuti pelatihan  yang
berhubungan dengan penataan ruang.
Dari hasil workshop yang
diselenggarakan dalam rangka
sosialisasi modul substansi rencana rinci
diperoleh hasil/gambaran pemahaman
aparat daerah mengenai substansi
rencana rinci. Hasil yang diperoleh baik
workshop di Jakarta dan di Palu,
pemahaman mengenai delineasi
cakupan wilayah dan muatan rencana
rinci menunjukkan pemahaman yang
masih rendah, dalam arti kurang dari
50% responden yang memahami
cakupan wilayah dan muatan rencana
rinci dengan benar. Hal ini tidak
mengherankan, karena hanya 33.33%
responden mempunyai latar belakang
pendidikan penataan ruang.

Hasil diskusi di kedua workshop juga
menunjukan hal yang sama. Dari hasil
tanya jawab dan bimbingan teknis,
terlihat bahwa persoalan delineasi
luasan wilayah perencanaan untuk
rencana rinci menjadi persoalan dan
kendala. Demikian juga dengan
kedalaman muatan rencana rinci.
Persoalan ini disebabkan juga, karena
pedoman penyusunan rencana rinci
belum ada. Modul-modul yang
disosialisasikan pada saat workshop
merupakan uji coba dalam menjaring
substansi penyusunan pedoman rencana
rinci. Persoalan lain yang juga
diungkapkan dalam diskusi adalah
keterbatasan sumber daya manusia.
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